
BABI 

PENDAHULUAN 

1 

Pembukaan UUD 1945 menctapkan dengan tegas tujuan kehidupan 

bemegara yang berdasark.nn hukum, haJ ini berarti bahwa hukum merupakan 

supremasi atau tinda kekuasaan lain yang lebih tinggj selain hukum. Upaya 

merealisasi Negara berdnsarkan hulcum dan mewujudknn kc:hidupan bemc:gara maka 

hulcum menjadi pc:ngarah. perckayasa. dan pc:rancang bagaimana bentuk masyarakat 

hukum untuk mc:ncapai keadilan. Bc:rlcaitan dengan haJ tersebut perlu ndanya 

pemberuukan peraturan dimana harus disesuaikan dengan pcrkc:mbangan masyarakat 

scrta tidak. bertentangan dc:ngan peraturan pcrundang-undangan yang bc:rlaku. 

Pengertian izio menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan 

mc:ngabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti mc:mperlcerumkan, 

memperbolc:hkan, tidak mclarang. Sccara garis bc:sar hukum perizinan adalah hukum 

yang mengatur hubungiin masyarakat dengan Negara dalam haJ ini adanya 

masyarak.at yang memohon izin.1• 

Hukum perizinan berkaitan dengan hukum publik, prinsip izin terlcait dalam 

hukum publik oleh karena bc:rlcaitan dengiin penmdang-uodangiin pengccualiannya 

apabila ada aspck pcrdata yang berupa pcrsetujuan seperti halnya dalwn pemberian 

izin khusus. lzin mcrupaknn perbuatan Hokum Administrasi Negara (HAN) be1segi 
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satu yang diaplikasikan dalain peraturan berdas3rkan pcrsyaratan dan prosedur 

scbagairnana kctcntuao pcrundang-undaogan. 

Sccara garis bcsar hukum pcri.zinan adalah hukum yang mengatur hubungan 

ma.syarakat dengan negara dalam ha! adanya masyarakat yang memobon izin. Alasan 

mcngapa di ncgara bcrkcmbang scgala sesuatu dipcrlukan izin dikarcnakan di negara 

berkembang seperti Indonesia terdapat unsur pembinaan dan pemerintah melakukan 

pembinaan melalui pengawasan preventif. 

Perizinan mcrupakan salah satu bcntuk pelaksanaan dari pengaturan 

yang bersifat pengendalian yang dimilik.i oleh pemerinlab terbadap kegiatan yang 

dilakukan oleh masyarakat dan izin untuk melakukan suatu 

tindakan/kcgiatan usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperolch suatu 

organisasi perusahaan atau scseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan 

suatu kegiatan atau usaha. 2• 

Masalah peri.zinan merupakan masalah yang sifatnya cukup prinsipil dilihat 

dari perkara tidak botch ditarik.nya keputusan, tidak botch dicampur baurkan dengan 

ha! bahwa suatu keputusan tidak lagi penting. artinya setclah bcberapa 

waktu karcna maksudnya hanya scbagai izio untuk mclakukan suatu 

perbuatan tertentu saja. Karenanya seseorang yang dalam melakukan 

tiodakan berupa kegiatan baruslab mempunyai izin dan pada dasamya dapat 

diubah atau ditarik kcmbali. Tinjauan dari pcrizinan itu scndiri adalah 
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